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ABSTRAK
Fajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang polensial
dan beberapa komponen penarimaan pajak yang ada. Potensial karena objek dan subjeknya jelas
serla pada waklu yang akan datang.Rata-rata laju perumbuhan targetl dan realizasi periahun
adalah hampir sama yaitu dengan perfumbuhan target 19,34% pertahun dan pertumbuhan realisasi
21,42% pertahun. Peranan pajak Hotel dan Restoran terhadap penanmaan sekfor pajak rata —rata
sabesar 15,26% per fahun dan ferhadap PAD 10,34% pertahun. Tingkal efisiensi Pajak Halel dan
Raestaran mulai menunjukan perkembangan yang baik dan angkanya cenderung menurun dari
tahum ke tahun. Pada lahun 2002 tingkal efisiensinga 29.65% kemudian tingkat efisiensi lersebut
lurun 27, 18% pada tahun 2003 Tingkal elastisitas Fajak Holel dan Resloran berflukiuasi fiap
tahunnya. Pada tahun 2003 tingkat elastisitas Pajak Holel dan Restoran sebesar 1,580,
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Megara Republik Indonesia sehapai negara kesatuan menganui asas
desentralissi dalam penyelenggaraan pemernintaban depgan membenkan
kesempatan dan keleluasman kepada daecah untuk menyelenggarakan otonomi
daerah. Menurut Undang-urilang Dasar 1945 dikotakan bahwa sistern pemernntzhan
Nepara Kesaluan Republik Indonesin memberikan keleluassan kepada dacrah
untuk menyelenggarakan otonon dacrah.

Pemerintah dacrah sebagm satvan yang dibert wewenang uniuk mengatur
diri sendiri sesuai otonomi daerah, tentu saja membutuhkan sumber-sumber
pembiavasn yang cwukup, Mamun, pemerintah pusat tidak dapat memberikan
sermun permbiavaan kepada daerah, maka kepada daerah diberikan kewajiban dan
wewenang untuk mengeah sumber-sumber keuangan dacrahnya sendii. Untuk il
pemenntah dacrah hams mempunyal penenmasan yang berkesinambungan, dalam
arti kata harus ada dana yang selalu diharapkan masuk ke kas daerah untuk
melaksanakan aktivitas pemernintahan (M. Suparmoko, 1990

Dengan dikelvarkannya ULT Mo.22 Talnm 1999 tentang Pemerintah Daerah
dan U Nea.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kevangan Pusat dan Daerah,
vang sckarang telah diubah dengan UL Ne.32 Tabun 2004 dan UL Ne.33 Tabun
2004, hal im scfidaknya membawa angin segar bagi ofonomi dacrah yang

merupakan  kelanjutan  dari  pelaksanann 117 Mo, 5 Tahun 1974 lentang



I*emierintahan di dacrah yang mervpakan produk orde bara yang sampai sekarang
undang-undany tersebut belum dilaksanakan seears murmni, |

Menurat Undang-undang No.22 Tahun 1999 Pasal 1 dikatakan bahwn vang
dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan doesaby ofonom. sclanjutmya
disebut doerah, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masvarakal setermpal
memrut prakarsa sendin berdasarkan aspirasi masvarakat sesuai denpan peraturan
perundang-undanpan.  Kewenangan Daerah vang  dimaksud adalall  tmencakup
kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan. kecuali kewenangan dalam
bidang politik luar neperi, pertahanan keamanan, peradilan, momeler, Gskal, DA
serta kevienangan bidang lain.

Berdazarkan hal di atas berami setiap dacrah membiayai pembanounan i
dasrahnya sendini karena kurangnyn subsidi dari pemerintah pusat Ealgy daerah
tersebut tidak mampu membiayai pembangunan di daerahnva, maka dacrah
terselut akan dilebur dengan daerah Jain, Hal ini sesuni dengan bunyi Pasal 5 aval | U]
No,22 Tabun 1999 yaits ; Dacrah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan
ckonomi, potensi daerah. sosial budaya, sesial politk, jumlah penduduk, luas
dacrah dan pertimbangan lain vang memungkinkan terselengearanya alonomi dasrah,

Dalam melakukan pembiayaan pembansunan i daeral maks tlap-tiap
daerah mempunyai sumber-sumber pendapatan, sesuai UL No.25 Tahun 1999 Yang
terdin dari ¢

a.  Pendapatan Asli Dacrsh (PAD ) vang terdid dari:

1. Hasil Pajak Daerah,

2. Hasil Bewibusi [Daerh,



BARY

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1, Kesimpuian

DBerdasarkan uralan dan pembahasan pada bab-baly sebelvmmnya nuko

dapat diambil kesimpulan sebagal benkat

k:

I-3

LI

I'ajak Hotel dan Festotan merupakan salah sate sumber penerimazan pajak
daeralt yang potensial dari beberapa komponen penerimaun pajak yang
ada. Potensial karena objek dan subjeknya jelas serin padn wakiu yong
akan datang, Objek dan subjek pajak ind akan terus berkembang sejalan
dengan  pertumbuhan ekonomi deerab,  Hal  ini didukung  olch
perkembangan sektor pariwizsta schingga mendoreng pertumbuhan dan
perkembangan hotel dan restoran dari tahun ke tahun.

Target dan realisast penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terus
mengalami peningkatan dari tahun ketahun, Rata-rata laju pertumbuhan
targel  dan realisast pertahun adalah hampir sama wvaitu dengan
periumbuhan arget 19.34% pertabun dan pertumbuhan realisasi 21,4294
pertabun. Sedangkan rata-rata rasio realisasi pertarget adalah 100%. Hal
ini menandakan Pajak hotel dan Restoran menpalami pertumbuhan potensi
vang cukup berarti,

Peranan pajak Hotel dan Restoran terhadap penerimaan sektor pajuak rata —
rata schesar 15.26% per tahun, Kenvalaan ini meounjukan sumbangan
Pajuk Hotel dan Restoran terhadap pencerimaan pajak dacrah cukup besar,
namun sumbangannya terhadap PAD relatil kecil yakni schesar 10,34%

pertahun.
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